Analisis hukum pidana islam Dan Uu No 22 Tahun 2009  terhadap Diskresi Kepolisian dalam penanganan pengguna Knalpot Brong: studi kasus pengguna Knalpot Brong di Polres  Kabupaten Sampang by Riskiyah, Riskiyah
i 
 
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO 22 
TAHUN 2009  TERHADAP DISKRESI KEPOLISIAN 
DALAM PENANGANAN PENGGUNA KNALPOT BRONG 
(Studi Kasus Pengguna Knalpot Brong Di Polres   











Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
 
Fakultas Syariah dan Hukum 
 
Jurusan Publik Islam 
 








Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama     : Riskiyah 
NIM    : C93216147 
Fakultas/Jurusan/prodi : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Publik  
  Islam/Hukum Pidana islam 
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam dan UU No. 22 
Tahun 2009 tentang Diskresi Kepolisian dalam 
penanganan  Pengguna Knalpot Brong ( studi 
kasus Pengguna Knalpot Brong di Polres 
Kabupaten Sampang) 
Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil 
penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang di rujuk sumbernya. 
 
 
Surabaya, 12 Maret 2020 









Skripsi yang ditulis oleh Riskiyah NIM. C93216147 ini telah dipertahankan di 
depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari’an dan Hukum UIN 
Sunan Ampel Pada pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 dan dapat 
diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana 
strata satu dalam Ilmu Syari’ah. 
 




















Siti Tatmainul Qulub, M.S.I 
NIP. 198912292015032007 
 
Surabaya, 12 Maret 2020 
Mengesahkan, 
Fakultas Syari’ah dan Hukum 












UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 
PERPUSTAKAAN 





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 
 
Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, 
saya: 
Nama  :  Riskiyah 
NIM  :  C93216147 
Fakultas/Jurusan :  Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam 
E-mail address :  riskiyahsarjanaoon07@gmail.com 
 
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak   Bebas  Royalti  Non-Eksklusif  atas karya 
ilmiah : 
      SkriSkripsi             Tesis         Desertasi  Lain-lain (………………) 
yang berjudul :  
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO 22 TAHUN 2009  
 
TERHADAP DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PENGGUNA 
 
KNALPOT BRONG (STUDI KASUS PENGGUNA KNALPOT BRONG DI  
 
POLRES KABUPATEN SAMPANG)  
 
 
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini 
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-
kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan 
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk 
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama 
saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. 
 
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN 
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak 
Cipta dalam karya ilmiah saya ini. 
 
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. 
 
       
           
 











































Skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Pidana Islam dan UU No 22 
Tahun 2009 tentang diskresi Kepolisian dalam Penanganan Pengguna Knalpot 
Brong ( studi kasus  pengguna knalpot Brong di Polres Kabupaten Sampang) 
ini adalah hasil penelitian Empiris untuk menjawab sebagian masyarakat 
bertanya bagaimana sanksi dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang 
lalu lintas tentang penggunaan knalpot brong dan juga bagaimana tindakan 
diskresi kepolisian dalam penanganannya, baik ditinjau dari Hukum positif 
dan Hukum Pidana Islam.  
Metode pengelolaan data yang digunakan berupa interview ( 
wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Data yang diperoleh 
akan dikumpulkan dan diteliti kembali yang selanjutnya akan disusun dan 
dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir 
deduktif. 
Penggunaan knalpot brong di Kabupaten Sampang melanggar 
ketentuan dalam Hukum pidana Islam , dalam Hukum Pidana Islam, 
penggunaan Knalpot Brong di Kabupaten Sampang dilarang dalam Al-Qur’an 
dan al-sunnah, akan tetapi tidak disebutkan secara jelas dan tegas tentang 
Hukumannya, maka penggunaan knalpot brong masuk dalam jarīmah ta’zῑr 
dan yang menentukan hukumannya adalah ulil amri (pemerintah). 
Penggunaan knalpot brong merupakan perbuatan yang melanggar pelaturan 
lalu lintas dalam pasal 285 Undang-Undang No 22 tahun 2009. Dalam 
Hukum Pidana Islam Penggunaan knalpot  brong Khususnya di Kabupaten 
Sampang merupaka  tindakan jarīmah ta’zīr yang sanksinya diserahkan 
kepada Ulil amri. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas No 22 tahun 2009 
penggunaan knalpot brong merupakan Pelanggaran lalu lintas yang sudah di 
atur dalam pasal 285 Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas 
dan angkutan jalan.Dalam analisis Hukum Pidana Islam Tindakan Diskresi 
yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap penanganan pengguna knalpot 
brong tidak sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan penjatuhan sanksi 
dalam jarimah ta’zῑr. Dalam Analisis Hukum Undang-Undang No. 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diskresi yang dilakukan oleh 
kepolisian terhadap penanganan pengguna knalpot brong tidak sesuai dengan 
ketentuan dan syarat dalam Undang-Undang tersebut. 
Berdasarkan dari paparan di atas, maka disarankan bagi Masyarakat 
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Gambar 3.1 Contoh gambar mekanisme tilang secara online sumber 
















































A. Latar Belakang  
Era modern sangat mempengaruhi disegala aspek kehidupan 
dampaknya sudah sangat dirasakan. Tumbuhnya perekonomian secara 
signifikan juga di ikuti dengan berkembangnya mobilitas dari suatau kota 
ke kota yang lain. Dikehidupan sehari-hari selagi elemen-elemen 
masyarakat bersedia menaati aturan yang berlaku bisa dipastikan 
kehidupan bermasyarakat akan berjalan lancar dan tertib. Lembaga 
pemerintah dalam  suatu  Negara tugasnya untuk merumuskan peraturan-
peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan 
kemanfaatan bagi masyarakat. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 
(3) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara 
Hukum.1  
Sebuah  Aturan  Hukum dapat dikatakan baik jika bisa 
memberikaan kemanfaatan bagi Masyarakat Luas, Juga dapat berlaku 
secara Yuridis dan Filosofis, begitu halnya dengan peraturan lalu lintas. 
Lalu lintas yang mana sudah dijelaskan  didalam Undang-Undang No 22 
tahun 2009 didefenisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diluar Ruang 
Lalu Lintas jalan. Lalu lintas mempunyai sarana yang sangat penting 
 
1 Tim penyusun hasil UUD 1945, Undang-Undang  Dasar 1945. Jakarta: Sekretaris Jendral 
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. Ke-11, 2010, 5. 
 



































karena berkaitan langsung dengan transportasi dan angkutan jalan. Ada 
beberapa hal untuk menciptakan ketertiban  dalam berlalu lintas. Yang 
pertama jaminan dan kelancaran serta keamaan berlalu lintas, yang kedua 
prasarana jalan raya, lalu yang terakhir lalu lintas yang berlangsung secara 
ekonomis dan perlindungan terhadap lingkungan hidup 2.  
Pemerintah telah mengesahkkan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, 
selanjutnya disebut Undang-Undang lalu Lintas dan angkutan jalan. 
Sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang 
Lalu lintas dan Angkutan jalan. Bab ketentuan Pidana, lebih tepatnya 
dalam pasal 273-317. Dalam pasal 273-317 UU Lalu lintas dan angkutan 
jalan telah di atur sanksi Hukuman atau ganjaran bagi pengemudi 
kendaraan bermotor  atau pengemudi alat transportasi yang melakukan 
pelanggaran. 
Pengembangan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam 
satu kesatuan system, dilakukan dengan mengintegrasi dan 
mendinamisasikan unsur- unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi 
jalan, kendaraan, beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, 
prosedur dan metode yang sedemekian Rupa sehingga terwujudnya 
totalitas yang utuh, berdaya dan berhasil guna. 3 
 
2 Ibid  
3 Leden Marpaung ,Asas Teori hukum pidana. ( Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005), 25. 
 



































Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu 
diselenggarakan secara berkeseimbangan dan terus ditingkatkan agar daya 
jangkau dan pelayanan lebih luas kepada masyarakat dengan demikian 
dapat memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan 
kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara 
wewenang pusat dan daerah antara instansi, sector, dan unsur yang terkait 
serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu 
lintas dan angkutan jalan, sekaliguus mewujudkan system transportasi 
nasional yang terpadu. 
Dalam Undang- Undang No 22 tahun 2009 juga diatur mengenai 
hak, kewajiban pengguna jalan serta penyelenggara angkutan jalan. Pada 
perkembangnnya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, 
karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah 
dari satu tempat ke tempat lainnya juga seiring era modern berbagai 
macam jenis kendaaran yang menjadi sarana transportasi angkutan jalan 
namun tidak sesuai dengan ketentuan-ktentuan yang berlaku maka hal 
inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu 
lintas dan polusi udara karena kendaraan yang tidak ramah lingkungan. 
Adapun pertimbangan dibentuknya Undang-undang ini 
diantaranya, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari 
system transportasi Nasional Harus dikembangkan potensi dan perannya 
untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran 
 



































berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan 
ekonomi dan pembangunan wilayah.  
Problematika yang saat ini dihadapi oleh pemerintah yaitu semakin 
tinggi pelanggaran- pelanggaran lalu lintas seperti surat-surat kelengkapan 
kendaraan yang tidak lengkap dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun jenis yang pelanggaran 
peraturan yang dilakukan oleh pengendara motor di jalan di kecamatan 
Sampang ini penggunaan knalpot brong. 4 
Membahas perihal Knalpot  pada dasarnya dibuat untuk kanal 
pembuangan bagi sepeda motor, mobil dan mesin berteknologi lainnya. 
Tetapi  dalam situasi yang satu ini, di manfaatkan untuk melakukan 
sesuatu yang tidak lazim dan kecendurungan menyebabkan gangguan 
sosial bagi masyarkat yang belum terbiasa. Di era modern saat ini banyak 
kalangan muda-mudi memodifikasi kendaraannya mulai dari teksturnya 
hingga knlapotnya yang menghasilkan bunyi bising, letupan angin besar 
yang biasa disebut knalpot brong, ini sangat menganggu konsentrasi 
pengguna jalan lainnya. Sudah jelas dalam pasal 106 UU LLAJ 
mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraannya dengan wajar 
dan penuh konsentrasi. Apabila pengendara mengemudikan kendaraan 
bermotor dijalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan yang 







































tidak sesuai sebagaimana yang dimaksud pasal  106  maka pada ayat (3)  
junco pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) di pidana kurungan 1 bulan atau denda 
paling banyak Rp. 250.000.5 
Dalam peraturan Mentri Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2009  
diatur mengenai batasan kebisingan knalpot sepeda motor. Sepeda motor 
mesin 80 cc yaitu 77 dB, sepeda motor mesin 80-175 cc yaitu 80 dB 
kemudian Sepeda Motor di atas 175 cc yaitu 83 dB.6  
Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh knalpot brong ini 
antara lainnya:  
1. Menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. 
2. Menganggu konsentrasi pengendara jalan lainnya 
3. Memproduksi emisi gas buang yang berbahaya 
4. Polusi suara.7 
Di Kabupaten Sampang banyak muda mudi yang masih 
menggunakan sejenis motor Racing yang penggunaan knlapotnya dengan 
knalpot brong. 24 desember 2018 lalu Polisi Lalu lintas kabupaten 
Sampang menyita puluhan knalpot brong dalam razia operasi lilin semeru 
2018. Aipun Akson Yudianto Selaku Komandan juga Jaga pos 90 Jalan 
Jaksa Agung Suprapto mengatakan, jajaran polres Sampang sangat serius 
dalam menindak pengendara knlapot brong, penyitaan knalpot brong 
 
5 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan 
jalan. 
6 Undang-undang  Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2009. 
7 www.bombastis.com. 
 



































merupakan bukti Polres Sampang serius menciptakan situasi Lalu lintas 
Kabupaten Sampang kondusif.8 
Tidak hanya di kabupaten sampang, ratusan knalpot brong di sita 
polisi  polrestabes Surabaya saat perayan tahun baru 2019 kemarin.9 Di 
berbagai daerahpun ketikan ada pelanggaran lalu lintas penggunaan 
knlapot brong selalu melakukan penyitaan. 
Dalam pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa 
pengendara motor yang membawa kendaraan bermotor yang tidak 
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan termasuk penggunaan knlapot 
brong akan di tindak. 
Lengkapnya pasal 285 UU lalu lintas tersebut adalah : “ setiap 
orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi 
persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu 
utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat 
pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) di 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 
250.000.00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) “. 
 Undang-Undang tersebut sudah jelas mengenai sanksi penggunaan 









































250.000.00. Namun faktanya ketika polisi lalu lintas di Kabupaten 
Sampang   melakukan razia atau operasi lalu lintas knalpot brong, knlapot 
motornya akan disita atau motornya ditahan dan di haruskan menganti 
dengan yang standar. 
Namun pada faktanya kepolisian masih belum menerapkan sanksi 
yang sesuai dengan peraturan yang ada sehingga disini alih-alih kepolisian 
diskresi terhdap penanganan pengguna knalpot brong. Terbukti setiap kali 
menangani pengguna knalpot brong rata-rata tidak masuk pada proses 
litigasi, padahal dalam pasal 285 ayat (1) sudah jelas sanksi yang di atur. 
Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa sebagai warga Negara 
Indonesia yang baik selalu menaati peraturan yang di berlakukan bahkan 
seorang muslim yang bijak akan selalu menaati peraturan termasuk 
peraturan  lalu lintas sehinnga menciptakan kehidupan sosial yang 
kondusif. Selain itu aparatur pemerintah juga menjalankan kententuan-
ketentuan yang berlaku sesuai dengan undang-undang. 
Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 
mengadakan penelitian lebih  lanjut dengan judul “ Analisis Hukum 
pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Terhadap 
diskresi kepolisian dalam penanganan pengguna knalpot brong “( studi 







































B. Identifikasi Masalah  
Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, terdapat 
beberapa problematika dalam pembahasan ini yang dapat peneliti 
identifikasi, yatitu : 
1. Faktor- faktor yang melatarbelakangi penggunaan knalpot brong 
2. Dampak penggunaan knalpot brong 
3. Perekembangan era modern dan teknologi 
4. Kurangnya kesadaran dampak- dampak penggunaan knlapot brong 
5. Penerapan sanksi knalpot brong di Kabupaten Sampang 
6. Diskresi penanganan kepolisian  
Adapun batasan  masalah dalam judul ini, yaitu membahas tentang 
masalah penerapan sanksi lalu lintas terhadap pengguna knalpot brong: 
1. Konsep Hukum pidana Islam dan Undang-undang No 22 tahun 2009 
terhadap diskresi kepolisian dalam penanganan pengguna knalpot 
brong  ? 
2. Analisis Hukum pidana islam dan Undang-undang Nomor 22 tahun 
2009  terhadap diskresi kepolisian dalam penanganan pengguna knalpot 









































C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan masalah dalam penulisan penelitian di atas maka 
rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Bagaimana Konsep Hukum pidana Islam dan Undang-undang No 22 
tahun 2009 terhadap diskresi kepolisian dalam penanganan pengguna 
knalpot brong ? 
2. Bagaimana Analisis Hukum pidana Islam dan Undang-undang Nomor 
22 tahun 2009  terhadap diskresi kepolisian dalam penanganan 
pengguna knalpot brong ( studi kasus: pengguna knalpot brong di 
Polres  Kabupaten Sampang) ? 
 
D. Kajian Pustaka  
Setelah Peneliti melakukan kajian pustka, peneliti menemukan 
hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti sebelumnya yang 
mempunyai sedikit revalansi  dengan penelitian yang sedang peneliti 
lakukan sebagai berikut : 
Penelitian yang berjudul “ Tinjauan fiqih jinayah terhadap 
implementasi pasal 281 dan 288 UU NO 22 Tahun 2009 tentang lalu 
lintas dan angkutan jalan ( studi kasus di Desa Ragang dan desa Bajur 
Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan ). oleh : Nurul Fatmala Sari, 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
 



































Penelitian yang berjudul “ Tinjauan Hukum terhadap pelanggaran 
lalu lintas yang di lakukan oleh alat transportasi umum ( Tinjauan 
terhadap Undang – Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 ) di Kota 
Makassar. Oleh Surya aji akbar, Universitas islam Negeri Makassar. 
Penelitian ini menjelaskan mengenai jenis-jenis pelanggaran yang di atur 
dalam Undang-undang Lalu lintas oleh transportasi Umum seperti Bus 
kota, Bus mini dan sejenisnya.  
Penelitian yang berjudul “ Efektifitas Undang- Undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dalam meningkatkan 
keamanan dan keselamatan berlalu lintas di kalangan anak remaja 
kabupaten maros. Oleh : R.A Ekie Prifitriani Ramona, Universitas 
Hasanuddin Makassar. Penelitian ini memaparkan mengenai kesadaran 
masyarakat untuk meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas di 
kalangan anak remaja, tidak dapat di hindari rata-rata jenis pelanggaran 
lalu lintas selalu di lakukan oleh anak di bawah umur. 
Penelitian yang berjudul “ Penegakan Hukum terhadap 
pelanggaran lalu lintas di kabupaten Purworejo ( studi penerapan pasal 28 
jo pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu 
lintas dan Angkutan Jalan). Oleh : Aiyudya Dinda Yashita, Universitas 
Islam Indonesia. Penelitian ini menjelaskan mengenai efektifitas tentang 
penegakan Hukum terhadap para pelaku pelanggaran lalu lintas. 
 



































Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti 
lakukan, mempunyai sedikit sinkronisasi yaitu membahas tentang 
pelanggran lalu lintas. Sedangkan yang menjadi sisi pembeda adalah 
dalam pembahasan penelitian inidi tekankan tentang penerapan sanksi 
serta diskresi kepolisian dalam penanganan pengguna knalpot brong  di 
Polres Kabupaten Sampang yang kurang sepadan dengan aturan Hukum 
pidana Islam dan Undang- Undang Lalu Lintas. 
 
E. Tujuan Penelitian   
Dari Rumusan Masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu 
sebagai berikut: 
1. Untuk memahami konsep Hukum pidana Islam dan Undang-undang No 
22 tahun 2009 terhadap diskresi kepolisian dalam penanganan 
pengguna knalpot brong 
2. Untuk mengetahui analisis Hukum pidana Islam dan Undang-Undang 
No 22 tahun 2009 mengenai diskresi kepolisian dalam penanganan  
pengguna knalpot brong 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian  
Melalui rumusan masalah dan tujuan penelitian yang peneliti 
kedepankan  dalam penelitian ini, maka kegunaan hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu : 
 



































1. Teoritis  
a. Menambah wawasan informasi dalam khazanah keilmuan Hukum 
Positif dan juga Hukum Pidana Islam khususnya dalam analisis 
Hukum islam terhadap masalah penggunaan knalpot brong serta 
sanksi yang diterapkan di Polres Kabupaten Sampang. 
b. Menambah perbendaharaan karya ilmiah untuk pengembangan 
hukum islam dalam bidang Hukum positif dan Hukum pidana Islam 
c. Dapat di jadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti 
selanjutnya, khususnya peneliti menganai masalah penggunaan 
knalpot brong dan sanksinya yang diterapkan di Polres Kabupaten 
Sampang sehingga ada kediskresian kepolisan dalam penangannya. 
2. Praktis  
a. Memberikan Kontribusi pemikiran kepada Masyarakat, Khususnya 
kepada masyarakat Kabupaten Sampang terhadap dampak-dampak 
yang ditimbulkan atas penggunaan knalpot brong.  
b. Memberikan pengamanan kepada Masyarakat Khususnya 
Masyarakat Kabupaten Sampang mengenai sanksi pengguna knalpot 
Brong. 
c. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat dan 







































G. Definisi Operasional 
Untuk menghindari dari kekeliruan dan kesalahan interpretasi 
dalam memahami penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “ 
Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 
terhadap diskresi kepolisian dalam penanganan pengguna knalpot brong ( 
studi kasus: pengguna knalpot brong di Polres Sampang)”. Maka penulis 
akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, 
yaitu : 
1. Hukum Pidana Islam ( fiqih jinayah) : Hukum syariah yang bersumber 
dari Al-Quran dan Al-Hadis serta beberapa pendapat ulama yang 
menyangkut masalah tindak pidana dan sanksinya. 
2. Undang- undang No 22 tahun 2009 : Implementasi pasal 285 Undang-
Undang No.22 Tahun 2009 adalah : mengenai orang yang 
mengemudikan Sepeda Motor di jalan yang tidak memenuhi 
persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, 
lampu pemantul, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat 
pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban.10 tentang lalu 
lintas dan angkutan jalan dan pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat 
(2) dan ayat (3) adalah : mengenai sanksi kepada pengguna knalpot 
brong. 
 
10 Undang-undang No.22 tahun 2009 . 
 



































3. Knalpot brong adalah : knalpot yan tidak sesuai standar lalu lintas dan 
knalpot yang mengeluarkan bunyi bising yang sangat menganggu serta 
mengeluarkan kabut asap yang hitam tebal. 
4. Diskresi : adalah keputusan atau tindakan yang di tetapkan oleh 
pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang di hadapi 
dalam penyelanggara pemerintahan dalam hal peraturan perundang-
undangan. 
 
H. Motode Penelitian  
Dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini penulis menggunakan 
metode penelitian kualititatif, karena data yang di kemukakan bukan data 
angkat, melainkan mendiskrisikan data untuk dianalisis secara Empiris 
dan Normal. 
Metode penelitian kualititatif adalah metode penelitian yang 
digunakan untuk meneliti. Dimana peneliti adalah sebagai instumen 
kunci,  teknik pengumpulan data dilakukan secara gebungan, analisis data 
bersifat deduktif dan penelitian kualititatif lebih menekankan manka dari 
pada generalisasi.11 
Sedangkan pendekatan penelitian ini, bersifat dekriptif-analisis. 
Yaitu peneliti mendeskripsikan data-data yang di peroleh dari objek 
 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualititatif dan R&D, ( Bandung: Alfabeta, 2008), 
9. 
 



































penelitian secara objektif dan apa adanya, serta penulis memberikan 
interpretasi dan analisis terdahap data-data yang diperoleh. 
1. Lokasi dan daerah penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sampang,  Kabupaten 
Sampang dimana punggunaan knalpot brong masih meresahkan 
masyarakat dan juga masyarakat belum memahami dengan cermat 
mengenai sanksi pengguna knalpot brong, sehingga kepolisian 
melakukan diskresi terhadap penanganannya. 
2. Data yang di kumpulkan 
Melalui judul dan rumusan Masalah dalam penelitian ini, maka 
data yang di kumpulkan adalah sebagai berikut: 
a. Dampak yang ditimbulkan penggunaan knalpot brong di Kabupaten 
Sampang. 
b. Prosedur penggunaan knalpot yang  standart. 
c. Sanksi pidana tenhadap pengguna knalpot brong. 
d. Penerapan sanksi dan tindakan  oleh Polres Kabupaten sampang 
terhadap pengguna knalpot brong. 
e. Diskresi yang dilakukan oleh kepolisian polres Kabupaten Sampang. 
3. Sumber data  
Agar memperoleh data yang lengkap dan komprehensif, serta 
terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini, maka 
sumber data dalam penelitian ini di bagi dua, yaitu: 
 



































a. Sumber data Primer  
Sumber data primer adalah data yang di peroleh langsung 
dari summbernya, yaitu responden ( masyarakat) dan informal ( 
kepolisian),  sumber primer yang dimaksud adalah : 
1) Perangkat kepolisian khususnya yang berhubungan dengan 
undang-undang lalu lintas. 
2) Masyarakat Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang yang 
masih menggunakan knalpot brong sehingga sadar mengenai 
dampak dan juga sanksinya. 
b. Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder ialah data yang di butuhkan sebagai 
pendukung data primer. Data ini bersumber dari referensi dan 
literature yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan 
penelitian ini  seperti buku, catatan, dokumen dan website. Adapun 
sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, 
ialah sebagaimana berikut : 
1) Adami  Chasawi. 2002. Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-
teori pemidanaan dan batas beralkunya Hukum pidana bagian I. 
Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada 
2) ______.2008. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: 
Penerbit PT. Raja Grafindo Persada 
 



































3) C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 1994. Disiplin berlalu 
lintas di jalan Raya. Jakarta: Penerbit Rinika Cipta. 
4) E.Y. kanter, 1982. Asas-asas Pidana dan penerapannya. Jakarta: 
Penerbit alumni. 
5) Syarifin Pipin, 2000. Hukum pidana Indonesia. Bandung: CV. 
Pustaka Setia. 
6) Meolijatno, 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka 
Cipta.  
7)  Lamintang, 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, 
Bandung : Penerbit PT.Citra Aditya Bakti. 
8) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHPidana) 
9) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAPidana). 
10) Undang-Undang no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
angkutan jalan.  
11)  Ensiklopedia Hukum pidana Islam karya Abdul Qodir 
4. Teknik pengumpulan data  
Untuk memperoleh data yang akurat sehingga dibutuhkan oleh 
peneliti yang sesuai dengan judul penelitian. Maka dari itu dalam 









































Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan 
dan mencatat sistemtika objek yang teliti).12 Peliti menggunakan 
observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data, yaitu untuk 
mengamati secara langsung tentang kasus pengendara dan juga 
sanksi kendaraan motor yang menggunakan knalpot brong  di Polres  
Kabupaten Sampang. 
 
b. Wawancara  
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 
pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.13 
Metode wawancara digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan 
data, yaitu untuk memperoleh data mengenai kasus pengendara  
sepeda motor dengan menggunakan knalpot brong serta juga sanksi 
yang diterapkan di  Kabupaten Sampang, khususnya 
mewawancaranya muda mudi racing club dan polres Sampang serta 
masyarakat yang terlibat dalam penelitian ini. 
5. Teknik pengolaan data 
Untuk mensistematikan data yang telah dikumpulkan dan 
mempermudah peneliti dalam melakukan analllisa data, maka peneliti 
 
12 Ibid, 70 
13 Suharsimi Arikunnto, prosedure penelitian; suatu pendekatan praktik, (Jakarta: PT Rieneka 
Cipta, 2006), 155. 
 



































mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, sebagaimana 
berikut:14 
a. Editing : Yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. 
Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa data-data yang 
diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya 
apabila terdapat kesalahan. 
b. Coding : Yaitu pemberian Kode dan pengkategorisasikan data. 
Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkategorisasikan data-
data yang sudah di kumpulkan agar terdapat relevansi dengan 
pembahasan dalam penelitian ini. 
c. Organizing : Yaitu mensistematisasikan data. Melalui teknik ini, 
peneliti mengelompokkan data-data yang telah di kumpulkan dan 
sudah di selaraskan dengan pembahasan yang telah di rencanakan 
sebelumnya mengenai kasus pengendara kendaraan motor dengan 
menggunakan knalpot brong beserta sanksi yang di terapkannya di 
Polres Kabupaten Sampang. 
6. Teknik analisis data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 
dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami. Temuannya 
 
14 Ibid., 175 
 



































juga dapat di infomasikan kepada orang lain.15 Untuk menganalisa 
data-data yang telahh dikumpulkan secara keseluruhan dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu 
peneliti mendiskrisikan dan menganalisis data yang di peroleh 
dilapangan mengenai kasus pengguaan kendaraan sepeda motor dengan 
knalpot brong beserta penerapan sanksinya di Polres Kabupaten 
Sampang.   Lebih lanjut, dalam menganalisis data peneliti juga 
menggunakan pola pikir metode induktif, adapun yang dimaksud 
metode induktif adalah metode dari khusus ke umum, atau lebih 
jelasnya yaitu mengemukakan data penguna knalpot brong dan 
penerapan sanksinya, kemudian dianalsisis dengan paparan yang berisi 
umum berdasarkan Hukum pidana Islam berupa dalil-dalil serta 
peraturan dalam Hukum positif. 
 
I. Sistematika pembahasan 
Untuk memudahkan peneliti dalam menulis penelitian ini, serta 
juga dapat memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, 
maka diperlukan kerangka pembahasan yang sistematis. Adapun 
sistematikan pembahasan dalam penelitian ini adalah: 
Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang terdirii dari bebrapa 
sub judul, yaitu: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan 
 
15 Sugiono, Metode penelitian, 244. 
 



































masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, 
definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab ke dua, berisi tentang konsep umum atau landasan teori baik 
secara hukum pidana islam atau hukum positif, pada bab ini peneliti akan 
menulis tentang Hukuman atau sanksi Ta’zīr dalam Hukum pidana Islam 
serta membahas mengenai pengertian ta’zīr, macam-macam ta’zīr serta 
dasar hukumya. Selain dalam Hukum Pidana Islam peneliti akan menulis 
mengenai konsep dalam penggunaan kendaraan bermotor yang sesuai 
prosedur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009. 
Bab tiga, pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai 
kontruksi Hukum mengenai respon Polres Kabupaten Sampang dan 
tanggapan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai perundang-undangan 
juga mengenai sanksi yang diterapkan atau yang diberlakukan oleh polres 
Kabupaten Sampang selain itu peneliti akan memaparkan hasil penelitian 
yang terdiri dari: Gambaran Polres Kabupaten Sampang, struktur Polres 
Kabupaten Sampang, Sejarah Polres Kabupaten Sampang, Profil Polres 
Kabupaten Sampang, Visi dan Misi Polres Kabupaten Sampang, Moda 
Angkutan yang di gunakan oleh masyarakat Kabupaten Sampang, 
Ketaatan berlalu lintas masyarakat Kabupaten Sampang sesuai peraturan 
lalu lintas. 
 



































Bab empat, peneliti akan menyajikan tentang hasil analisis hukum 
pidana islam dan undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang sanksi 
pengguna knalpot brong di Polres Kabupaten Sampang. 
Bab lima, mengenai penutup, kesimpulan dan juga saran. 
 
 




































KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO 22 TAHUN 2009 
TENTANG DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN 
PENGGUNA KNALPOT BRONG 
 
A. Hukuman Ta’zīr  
1. Pengertian Ta’zīr 
Secara bahasa Ta’zīr  merupakan mashdar ( kata dasar) dari 
‘azzaro yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti 
menguatkan, memuliakan, membantu. Ta’zīr  juga dapat diartikan 
hukuman yang memberi efek jera atau pelajaran kepada pelaku. 
Mengapa di sebut Ta’zīr? Karena hukuman tersebut sebenarnya 
menghalangi pelaku kejahatan untuk tidak kembali kepada jarimah bisa 
dikatakana mampu memberi effek jera. Sementara para fuqoha’ 
mengartikan Ta’zīr  dengan hukumam yang tidak ditentukan oleh Al-
Qur’an dan Al-hadits yang tentunya berkaitan dengan jarimah atau 
kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak Hamba yang berfungsi 
untuk memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan dan mencegahnya 
untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.1 
Jarimah Ta’zīr  merupakan jarimah yang diancam dengan 
hukuman Ta’zīr, dalam pengertian bahasa yaitu ta’dib atau memberi 
 
1Dzjazuli, fiqh jinayat ( mengulangi kejahatan dalam islam ), ( Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2000), 89 
 



































pelajaran. Dan menurut islam sebagaimana yang di kemukakan oleh 
Imam Al Mawardi, pengertiannya sebagai berikut: “Ta’zīr itu adalah 
hukuman pendidikan atas dosa ( jarimah) yang belum di tentukan oleh 
syara”. 
Singkatnya kita dapat menyimpulkan bahwa hukuman Ta’zīr 
itu merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara melainkan 
diserahkan kepada hakim atau penguasa baik oenentu atau yang 
melaksanakannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, hakim hanya 
mengatur secara global atau umum saja. Dapat disimpulkan bahwa 
pembuat undang-undang tidak mengatur hukuman untuk masing-
masing tindak pidana akan tetapi mengatur dan menetapkan 
sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya bahkan sampai seberat-
beratnya. 
Oleh karena itu ciri khas jarimah ta’zir adalah sebagai berikut: 
a. Hukumannya tidak dapat ditentukan dan tidak terbatas, maksudnya 
adalah hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara dan bahkan 
batas minimal atau maksimalnya. 
b. Yang menetapkan hukuman jarīmah tersebut adalah Hakim. 
Bisa dapat di katakana pula, bahwa sebenarnya Ta’zīr 
merupakan suatu jarimah yang di ancam dengan huuh yang diancam 
dengan hukuman Ta’zīr  ( selain had Dan qishas, diyat). Dalam 
pelaksanan hukuman Ta’zīr  baik yang jenis larangannya ditentukan 
 



































oleh  nas atau tidak, baik pebuatannya itu menyangkut hak Allah atau 
hak perorangan dan untuk perihal dalam menentukan hukumannya 
sepenuhnya diserahkan kepada Hakim. Sanksi hukuman dalah jarīmah 
Ta’zīr  tidak ditentukan oleh ukurannya. Maksudnya yaitu untuk dapat 
menentukan batas maksimal atau minimal sepenuhnya diserahkan 
kepada Hakim (penguasa). Oleh sebab itu syarī’ah mendeglarasikan 
kepada hakim untuk menentukan bentuk serta hukuman pelaku 
jarīmah.  
Secara bahasa lafaz Ta’zīr dari kata “ azzara” yang berarti 
menolak dan mencegah, atau mendidik dan menghormati, 
membantunya, menguatkan dan menolong2. Dari pengertian tersebut 
dapat disimpulkan yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu 
mencegah serta  menolak juga pengertian kedua yaitu mendidik. 
Karena itu dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi 
perbuatannya. Ta’zīr  dapat diartikan mendidik karena adanya Ta’zīr 
dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar dapat 
menyadari perbuatan jarīmahnya lalu kemudian meninggalkan dan 
menghentikannya jelas pengertian ini sesuai dengan apa yang 
dikemukan oleh syeh Abdul Qodir Audah3 dan Wahbah Zuhaili4. 
 
2 Ibrahim Unais, et. Al., Al-Mu’jam  Al-Wasith, Jus II, Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi tanpa 
tahun, 598. 
3 Abd Al-Qadir Audah, At-Tasyri‟ Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz I, Dar Al-Kitab Al-A‟rabi, 
Beirut, tanpa tahun, 81. 
4 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, 
197. 
 



































Dalam pengertian istilah, Ta’zīr didefenisikan oleh Al-Mawardi 
“yaitu hukuman yang memiliki sifat pendidikan atas perbuatan dosa 
yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ “.5 Dari pengertian di 
atas sangat jelas bahwa Ta’zīr adalah suatu istilah untuk hukuman atas 
jarimah-jarimah yang hukumannya belum di tetapkan oleh syara’. 
Dikalangan Fuqaha, jarimah belum ditetapkan oleh syara’ dinamakan 
jarimah Ta’zīr oleh karena itu Ta’zīr bisa digunakan kepada hukuman 
serta jarimah ( tindak pidana). 
Ta’zīr  sering diartikan dapat memahami bahwa jarimah Ta’zīr 
terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan 
hukuman had atau kaffarat. Sedangkan hukumannya diserahkan 
sepenuhnya kepadaa penguasa atau Hakim. Hukumannya atau sanksi 
dalam jarimah Ta’zīr tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya. 
Artinya yaitu untuk menentukan  batas terendah dan tertinggi 
diserahkan sepennuhnya kepada Hakim atau penguasa. Dengan 
demikian syari’ah mendelegasikan kepada hakim unuk menentukan 
bentuk-bentuk serta sanksi  kepada pelaku jarimah.  
2. Dasar Hukum Ta’zīr     
Mengenai hukuman Ta’zīr banyak terdapat dalam beberapa 
hadist antara lain hadist Nabi Muhammad yang di riwayakan oleh 
Burdah : 
 
5 Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Dar Al-Fikr, Beirut, 1996, 
236. 
 



































عن ايب بردة االنصـاري انه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قول : ال 
 جيلد احد فوق عشرة اسواط اال ىف حدمن حدود اهلل )رواه مسلم  ( 
Artinya :   
Dari Abu Burdah Al Anshari r.a, katanya dia mendegar 
Rasulallah  SAW Bersabda : “ seseorang tidak boleh didera 
lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata di 
tetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan 
sebagainya.” ( Riwayat Muslim)6 
a. Jenis-Jenis Hukuman  Ta’zīr  
Untuk menentukan hukuman tersebut, Hakim hanya 
menentukan sanksi secara umum saja maksudnya adalah pembuat 
undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing 
jarimah Ta’zīr, melainkan hanya menetapkan hukuman untuk 
masing-masing jarimah Ta’zīr, untuk penetapan sanksi jarimah yang 
seringan-ringannya sampai seberat-beratnya. Adapun jenis jarimah 
Ta’zīr sebagai berikut :7 
1) Hukuman mati 
Hukuman Ta’zīr  pada dasarnya adalah hukuman yang 
bersifat mendidik sehingga dalam hukuman Ta’zīr tidak boleh 
ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Tetapi 
sebagian besar fuqoha memberikan pengecualian terhadap 
peraturan hukuman tersebut yaitu diperbolehkannya hukuman 
mati apabila kepentingan umum menghendakinya atau sebab 
kerusakan yang dilakukan oleh sang pelaku tidak bisa dihindari 
 
6  Hussein Bahreisj, Terjemah Hadits Shahih Muslim 3, Jakarta : Widjaya 1983,255. 
7 Drs. H. Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam. Jakarta : Sinar Grafika, 2005. 255. 
 



































kecuali dengan membunuhnya. Misalnya menjatuhkan hukuman 
mati kepada mata-mata, penyeru bid’ah ( pembuat fitnah), atau 
residivis yang berbahaya. Oleh karena itu, hukuman mati 
merupakan suatu pengecualian dari aturan hukuman Ta’zīr dan 
hukuman tersebut tidak boleh di perluas serta diserahkan 
seluruhnya kepada hakim. 
2) Hukuman cambuk 
Hukuman cambuk merupakan salah satu hukuman pokok 
dalam hukum islam dan hukuman yang ditetapkan untuk 
hukuman hudud dan hukuman Ta’zīr. Dikalangan fuqoha terjadi 
perbedaan pendapat yang terkenal dikalangan ulama maliki, yaitu 
batas tertinggi diserahkan kepada pengguasa karena hukuman 
Ta’zīr didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar 
berat ringannya jarimah. 
a) Hukuman Kawalan ( penjara/Kurungan)  
Ada dua macam hukuman kawalan didalam hukum 
islam, adapun pembagian ini didasarkan pada lama waktu 
hukuman yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman 
kawalan tidak terbatas. Batas terendah dari hukuman ini 
adalah satu hari dan batas tertinggi yaitu satu tahun. Ulama 
Syafiyyah menetapkan batas tertingginya satu tahun karena 
para ulama ini mempersamakan dengan pengasingan  dalam 
 



































jarimah zina. Sementara itu ulama-ulama lain menyerahkan 
semuanya kepada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, 
yaitu hukum kawalan tidak terbatas. Hal ini sudah disepakati 
bahwasanya hukum kawalan ini tidak ditentukan terlebih 
dahulu karena hukuman ini sifatnya tidak terbatas, melainkan 
berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat serta baik 
budinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah  pelaku 
jarimah yang sangat berbahaya atau bisa dikatakan melakukan 
tindakan jarimah berulang-ulang yang berbahaya.8 
b) Hukuman salib 
Jenis hukuman ini sudah dibicarakan dalam jarīmah 
gangguan keamanan (hirobah), dan para fuqoha mengatakan 
bahwa hukuman salib dapat menjadi hukuman Ta’zīr . Namun 
untuk jarīmah Ta’zīr hukuman salib tidak berbarengan atau 
didahului dengan hukuman mati, melainkan pihak terhukum 
disalib hidu-hidup namun tidak ada pelarangan dalam makan 
dan minum, mengerjakan whudu, akan tetapi dalam 
menjalankan sholat cukup dengan isyarat. Menurut fuqoha 




8 8 Drs. H. Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam. Jakarta : Sinar Grafika, 2005. 256. 
 



































c) Hukuman Pengucilan 
Hukum pengucilan adalah merupakan salah satu jenis 
hukuman Ta’zīr yang disyaratkan oleh islam. Dalam sejarah, 
Rasulullah pernh melakukan hukuman pengucialn terhadap 
tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu 
Kaab bin Malik, Miroroh bin Rubaiah dan Hilal bin Umayyah. 
Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa di ajak bicara. 
Sehingga turunlah firman Allah surat At-Taubah ayat 118, 
sebagai berikut;9 
ـَٰثـِة   الثََّل َحتَّىٰ َوَعَلى  ُخلُِّفْوا   ْاأَلْرُض  َعَلْيِهُم  َضاَقْت  ِإَذا   ٓ  الَِّذْيَن 
َمْلَجـَأ ِمَن  لَّا  َأن ْآ  َوَظنُّو َأْنُفُسُهْم َعَلْيِهْم َوَضاَقْت َرُحَبْت ِبـَما 
ِإلَّا ِلـَيُتوُبوُث  ِإَلْيهِ   ٓ  اهلِل  َعَلْيِهْم  َتاَب   التَّوَّابُ   ُهَو  اهللَ   ِإنَّ   ْا،ٓ  ـمَّ 
                                        ُ ٓ  الرَِّحْيـم 
Artinya : 
Dan terhadap tiga orang yang tinggal, sehingga apabila 
bumi terasa sempit oleh mereka meskipun dengan 
luasnya, dan sesak pula diri mereka, serta mereka 
mengira tidak ada tempat berlindung dari tuhan kecuali 
kepadaNya, kemudian tuhan menerima taubat mereka 
agar bertaubat ( Q.S At-Taubah: 118) 
 
 
d) Hukum Ancaman, Teguran, dan peringatan 
Ancaman ini juga merupkan salah atu hukuman Ta’zīr, 
dengan syarat dapat akan membawa hasil dan buku hanya 
 
9 Drs. H. Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam. Jakarta : Sinar Grafika, 2005. 257. 
 



































ancaman saja. Misalnya dengan ancaman cambuk, di  
penjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain yang lain 
jikan pelaku mengulangi tindakannya lagi. Sementara hukuan 
teguraan bisa dilakukan apabila di pandang hukuman tersebut 
bisa memperbaiki dan mendidik  pelaku. Hukumaan teguran 
pernah dilakuakn oleh Rasulullah terhadap sahabat Abu Dzar 
yang memaki-maki orang lain denhan menghinakan ibunya. 
Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syariat Islam 
dengan jalan memberikan nasehat, kalau hukuman ini cukup 
membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam Al-Quran 
sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat 
dikhawatirkan berbuat nusyuz. 
e) Hukuman Denda 
Hukuman denda ditetapakan juga oleh syariah Islam 
sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang 
masih tergantung dipohonnya, hukuman didenda dengan lipat 
dua kali harga buah tersebut, di samping hukuman lain yang 
sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama 
juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang 
hilang . Sebagian fuqoha berpendapat bahwa denda yang 
bersifat fenansial dapat dijadikan hukuman Ta’zīr yang umum, 
tapi sebagai tidak sependapat bahwa denda yang bersifat 
 



































finansial dapat dijadikan hukuman Ta’zīr yang umum, tapi 
sebagian lainnya tidak sependapat dengan itu.10 
 
B. Lalu lintas 
1. Pengertian Lalu lintas 
Dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu lintas 
didefenisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas 
jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang ruang lalu lintas jalan 
adalam prasarana yang duperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, 
orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. 
Operasi lalu lintas di jalan raya  ada  empat unsur yang salingg terkait 
yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.11 
Pengertian lain darin lalu lintas adalah gerak atau pindak 
kendaraan, manusia, dan hewan dijalan dari suatu tempat ke tempat 
lain dengan menggunakan alat gerak. Pemerintah mempunyai tujuan 
untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, 
cepat, lancar,  tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui 
manajemen lalau lintas dan rekaya lalu lintas, perioritas menggunakan 
jalan, lajur lalu lintas dan pengendalian arus dipersimpangan. 
Selain Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas 
dan angkutan jalan, sampai sekarang masih berlaku pula dua peraturan 
 
10 10 Drs. H. Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam. Jakarta : Sinar Grafika, 2005. 259. 
11 Putranto,L.S Rekayasa Lalu Lintas Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Mancanan Jaya 
Cemerlang, 2008),116. 
 



































yang berasal dari pemerintah Hindia dan Belanja, yaitu yang terkenal 
sebagai wegverkeer-ordonnantie (Undang-undang lalu lintas dijalan) 
tanggal 23 Februari 1933, termuat dalam staatsblad 1933-86 yo 249, 
mulai berlaku 1 januari 1937, dan wegverkeers-verordening ( peraturan 
lalu lintas  di jalan ) tanggal 15 agustus 1936, termuat dalam staatblad 
1936-451, mulai berlaku juga tanggal 1 januari 1937, jadi bersama-
sama dengan wegverkeers-ordonnantie.12 
2. Komponen lalu lintas 
 Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia 
sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berintraksi dalam 
pergerakn kendaraan yang memenuhi persyaratan melainkan 
dikemudiakan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas  yang 
ditetapkan berdasarkan  peraturan perundang yang menyangkut lalu 
lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi  persyaratan 
gometrik.13 
a. Manusia sebagai pengguna 
Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai  
pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal 
mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu 
reaksi, konsentrasi dan lain-lain). Perbedaan-perbedaantersebut 
 
12 11Wirjono Prodjodikoro, tindak-tindak hukum pidana tertentu di Indonesia (Bandung:PT. 
Refika Aditama, 2003),255. 
13 Ramdlon Naning, Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum 
Dalam Lalu Lintas (Surabaya: PT. BinaIlmu, 1983), 23.  
 



































masih dipengaruhi oleh ke adaan fisik dan psikologi, umur serta 
jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan 
atau lampu jaln dan tata ruang. 
b. Kendaraan 
Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai 
karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, 
prlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan  ruang lalu 
lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas. 
c. Jalan 
Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui 
kendaraan bermotor maupun kendraan tidak bermotor termasuk 
pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan 
aliran lalu lintas  dengan lancar dan mampu mendukung beban 
muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat merendam 
angka kecelakaan lalu-lintas.14 
3. Manajemen lalu lintas 
Mamajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, 
pengaaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas, manajemen 
lalu lintas brtujuan untuk keselamatan, keamanaan, ketertiban, dan 
kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan : 
 
14 Annaeahira, Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas, dalam 
http;//www.anneahira.com/faktor penyebab kecelakaa-lalu lintas.htm. (24 April 2013). 
 



































a. Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau 
jaringan jalan; 
b. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan 
tertentu; 
c. Penyesuaian antarpermintan perjalanan dengan tingkat pelayanan 
tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar 
moda; 
d. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/perintah bagi pemakai 
jalan. 
1) Kegiatan  perencaan lalu lintas 
Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi invemtarisasi 
dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksu inventarisasi antara lain 
untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan 
persimpangan. 
Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah 
merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuuk 
menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor 
kecepatan dan keselamatan. Penetapan tingkat pelayanan yang 
diinginkan. Dalam menentukan tingkat pelayanan yang 
diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan : rencana 
umum jaringan transportasi jalan, peranan, kapasitas,  
karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek 
 



































lingkungan, aspekk sosial dan ekonomi, penetapan pemecahan 
permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program 
pelaksanaan perwujudannya. 
Maksud rencana dan program perwujudan dalam 
ketentuan ini antara lain yaitu: penentuan tingkat pelayanan yang 
di inginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan 
aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruang 
jalan dan persimpangan, usulan dan pemasangan serta 
pemeliharaan rambu- lalu lintas markas jalan, jalan pemberi 
isyarat lalu lintas dan alat pengendali serta pengaman pemakaian 
jalan. Usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan 
penyusunan usulan maupun penyuluhan kepada masyarakat. 
2) Kegiatan pengaturan Lalu Lintas 
 Kegiatan pengaturan Lalu Lintas meliputi kegiatan 
penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas 
jalan tertentu. Termasuk dalam pengertian penetapan 
kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain 
penetapan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum 
dan atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan atau 







































3) Kegiatan pengendalian Lalu lintas  
Adapun kegiatan pengendalian Lalu Lintas yaitu , 
Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksaan kebijaksanaan 
lalu lintas. Pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan 
pelaksanaan management lalu lintas, dengan maksud agar 
diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat 
dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya 
tingkat pelayanan yang telah ditetapkan kemudian Pemberian 
bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat menganai hak dan 
kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan lalu lintas. 
 
4. Peraturan Lalu Lintas  
Disahkannya Undang- undang Nomor 22 tahun 2009 terhitung 
mulai tanggal 22 juni tahun 2009 merupakan awal perubahan sistem 
dalam pengaturan lalu lintas dan penerapan sanksi atas pelanggaran 
lalu lintas. Undang-undang  Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas 
dan angkutan jalan telah berjalan sdikit demi sedikit sosialisasinya 
terhadap kepada warga masyarakat Indonesia yang sebagai subyek 
hukum dari Undang-undang tersebut. Bukan merupakan hal mudah 
dalam mensosialisasikan produk hukum baru seperti Undag-undang 
Nomor 22 Tahun 2009 ini sebagai pengganti Undang-undag Nomor 14 
Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang lama apalagi 
 



































pelaksanaan Undang-undang ini telah berjalan 2 tahun lebih. Dalam hal 
ini banyak perbedaan diantara isi dari Undang-undang yang lama 
dengan yang baru dan dengan adanya tahapan sosialisasi ini diharapkan 
isi undang-undang yang baru ini dapat diterima oleh masyarakat dan 
mampu merubah kebiasaan-kebiasaan di masyarakat agar lebih tertib 
berlalu lintas dijalan raya. 
Jenis pelanggaran dan denda maksimal sesuai UU No.22 Tatun 
2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelaku dan obyek 
pelanggran, Bentuk pelanggran Pasal yang dilanggar Denda Maksimal 
(Rp). 
1. Setiap orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu 
lalu lintas, maka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, 
fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan  
Pasal 275 ayat (1) Pasal 28 ayat  (2) 250.000.00. 
2. Setiap pengguna jalan tidak mematuhi perintah yang 
diberikan oleh petugas Polri seperti yang di maksud dalam 
Pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk 
ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk berhenti, 
jalan terus, mempercepat, memperlambat atau mengalihkan 
arus kendaraan Pasal 281 dan 282 Pasal 104 ayat (3) 
250.000.00. 
3. Setiap pengemudi ( pengemudi semua kendaraan bermotor) 
1) Tidak bawa SIM tidak dapt menunjukkan Surat Izin 
mengemudi yang sah Pasal 288 ayat (2) Pasal 106 ayat 
(5) 250.000,00. 
2) Tidak memili SIM Tidak dapat mengemudikan 
kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin  
Psal ayat 281 pasal 77 ayat(1) 1000.000,00. 
3) STNK, atau STCK tidak sah kendaraan bermotor tidak 
dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan 
oeh Polri Pasal 288 ayat (1) no 106 ayat (5) huruf a 
500,000.00. 
 



































4) TNKB  tidak sah kendaraan bermotor tidak di pasang ta 
da motor kendaraan bermotor yang di tetapakan oleh 
polri pasal 280 pasal 69 ayat (1) 500.000,00. 
5) Memasang perlengkapan yang dapat membahayakan 
keselamatan Kendaraan bermotor di jalan dipasangi 
perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan 
berlalu lintas, antara lain: bumper tanduk dan lampu 
menyilaukan Pasal 279 Pasal 58 500.000,00. 
6) Sabuk keselamatan Tidak mengenakan sabuk 
keselamatan Pasal 289 No Pasal 106 ayat (6) 
250.000,00. 
7) Lampu utama malam hari tidak menyalakan lampu 
utama pada malam hari dan kondisi tertentu Pasal 293 
ayat (1) No Pasal 107 (1) 250.000,00. 
8) Cara penggukan dan penempelan dengan kendaraan lain 
melanggar aturan  tata cara penggandengan dan 
penempelan dengan kendaraan lain Pasal 106 ayat (4) 
huruf h 250,000.00. 
9) Ranmor tanpa rumah-rumah selain sepeda motor 
mengemudikan kendaraan yang tidak di lengkapi dengan 
rumah-rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan 
tidak mengenakan helm Pasal 290 dan Pasal 106 ayat (7) 
250.000,00. 
10)  Gerakan lalu lintas melanggar aturan lalu lintas 
melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara 
berhenti dan parker pasal 287 ayat (3) jo pasal  106 ayat 
(4) huruf e 250.000.00. 
11)  Kecepatan  maksimum dan  minimun  melanggar aturan 
batasan kecepatan paling  tinggi dan paling rendah pasal 
287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau  pasal 115 
huruf a 500.000,00. 
12)  Membelok atau membalik arah tidak memberikan 
isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat dengan 
lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan 
berbelok atau berbalik arah. Pasal 294 jo Pasal 112 ayat 
(2) 250.000,00. 
13)  Berpindah lajur atau bergerak ke sampang tidak 
memberikan isyarat  saat akan berpindah lajur atau 
bergerak ke samping Pasal 295 Pasal 112 ayat (2) 
250.00,00. 
14)  Melanggar rambu atau marka melanggar aturan perintah 
atau langgaran yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas 
atau marka Pasal 287 ayat (1) No Pasal 105 ayat (4) 
huruf b 500.000,00. 
 



































15)  Melanggar Apill (trafflight) melanggar aturan perintah 
atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi 
isyarat lalu lintas Pasal 287 ayat (2) No Pasal 106 ayat 
(4) huruf c 500.000,00. 
16) Mengemudi tidak wajar, melakukan kegiatan lain saat 
mengemudi Dipengaruhi oleh sesuatu keadaan yang 
mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi 
di jalan Pasal 283 No Pasal 106 ayat (1) 750.000,00. 
17)  Di perlintasan kereta api, Mengemudi kendaraan 
bermotor pada perlintasan kereta api dan jalan, tidak 
berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu 
kereta api sudah mulai ditutup, atau ada isyarat lain 
Pasal 296 No Pasal 144 huruf a 750.000,00. 
18)  Berhenti dalam keadaan darurat, tidak memasang 
segetiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, 
atau isyarat lain pada saat berhenti  atau parkir dalam 
keadaan darurat di jalan Pasal 298 No Pasal 121 ayat (1) 
500.000,00. 
19)  Hak utama kendaraan tertetu, tidak memeberikan 
prioritas jalan pagi kendaraan bermotor dengan bunyi 
dan sinar atau yang di kawal oleh petugas Polri. 
20) Pasal 285 setiap orang yang mengemudi sepeda motor di 
jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, 
lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, 
alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur 
dan di pidana paling lama 1 bulan atau denda paling 
banyak Rp. 250.000.,00. 
 
5. Penyidikan dan penindakan pelanggar lalu lintas beserta angkutan jalan 
a. Penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan  
Pasal 259 Undang- Undang no 22 tahun 2009 Dalam  
melakukan penyidikan tindak pidana lalu lintas dapat dilakukan oleh 
penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik 
pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus15. 
 
15 Undang-undang no 22 tahun 2009 
 



































Kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 
tertera dalam pasal 260 Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang 
lalu lintas dan angkutan jalan,  hal penindakan dalam pelanggaran 
dan penyidikan tindak pidana, penyidik dari pihak kepolisian 
mempunyai kewenangan sebagai berikut:  
a) Memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian 
dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut di 
duga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupaka 
hasil dari sebuah tindaak kejahatan 
b) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan 
berkaitan dengan penyidikan tindak pidana  di bidang lalu 
lintas dan angkutan jalan. 
c) Meminta keterangan dari pengemudi pemilik kendaraan. 
d) Melakukan penyitaan terhadap tindak surat izin 
mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, Surat tanda 
nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan 
bermotor sebagai barang bukti. 
e) Melakukan penindakan terhadap tindak pidana 
pelanggaran lalu lintas menurut kententuan yang berlaku. 
f) Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan. 
g) Menghentikan menyidikan jika tidak cukup bukti. 
h) Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak 
pidana lalu lintas. 
i) Melakukan tindakan lain menurut hukum secara 
bertanggung  jawab. 
Dalam melakukan penyidikan, penyidik pegawai Negeri Sipil 
juga mempunyai kewenangan, antara lain yaitu: 
a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan 
laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan 
keahlian dan peralatan khusus. 
b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan 
orang atau barang dengan kendaraan bermotor. 
 



































c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dimensi 
kendaraan bermotor ditempat penimbangan yang di pasang secara 
tetap. 
d. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang 
tidak memnuhi persyaratan teknis dan laik jalan. 
e. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan 
bermotor atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran 
persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor 
beserta surat perizinan. 
f. Melakukan penyitaan surat tanda  lulus uji dan surat izin 
penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran. 16 
 
b. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan  
1. Pemeriksaan 
Pasal 264 Undang-Undang no 22 tahun 2009 Dalam 
pemeriksaan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor dijalan 
hal ini dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik 
Indonesia, dan penyidik Pegawai Negeri sipil di bidang lalu lintas 
dan angkutan jalan. 
Pemeriksaan kendaraan bermotor yang di lakukan oleh 
petugas yang berwajib meliputi : 
 
16 Ibid  
 



































1) Surat izin Mengemudi, Surat tanda nomor kendaraan 
bermotor, surat tandacoba kendaraan bermotor, tanda nomor 
kendaraan bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor. 
2) Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji. 
3) Fisik kendaraan bermotor. 
4) Daya angkut dan pengangkutan barang. 
5) Izin penyelenggaraan angkutan. 
Dalam pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan dapat 
dilakukan dengan cara berkala atau insidental sesuai kebutuhan. 
Pemeriksaan kendaraan bermotor dalam pelaksanaanya serta 
berwenang untuk, menghentikan kendaraan bermotor, meminta 
keterangan kepeda pengemudi serta melakukan tindakan lain 
menurut hukum secara bertanggung jawab. 
2. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan 
Dalam pasal 267  Undang- Undang no 22 tahun 2009 
menjelaskan Setiap pelanggaran Lalu lintas dan angkutan jalan 
yang diperiksa yang sesuai dengan acara pemeriksaan cepat dapat 
dikenai pidana denda yang berdasarkan penetetapan pengadilan. 
Dalam acara pemeriksaan cepat atau sidang tilang dapat 
dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar atau bisa dikatakana 
dapat digantikan oleh keluarga atau petugas dari pihak yang 
berwajib. 
 



































Pelanggar yang tidak dapat atau berhalangan hadir dapat 
menitipkan denda kepada bank yang dituju oleh pemerintah dan 
jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebesar denda 
maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu lintas 
dan angkutan jalan. Bukti penitipan uang denda wajib di 
lampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. 
3. Penanganan benda sitaan 
Dalam pasal 270 Undang-Undang no 22 tahun 2009 dalam  
penanganan benda sitaan, penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia  mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, 
penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang di duga 
berhubungan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan. 
Benda sitaan tersebut kemudian disimpan dirumah penyimpanan 
benda sitaan Negara. 
Dalam hal belum adanya rumah penyimpanan benda 
sitaan tersebut makan tindakan penyimpanan berang ditahan 
dapat disimpan dikantor kepolisian setempat, kantor kejaksaan 
negeri, kantor pengadilan negeri. Dalam tata cara 
penyimpanannya dapat dilakukan yang mana sudah diatur dalam 
kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
Kemudian dalam pasal 271 Undang-Undang no 22 tahun 
2009 menjelaskan bahwa penyidik wajib mengidentifikasi dan 
 



































mengumumkan benda sitaan kendaraan bermotor yang belum 
diketahui pemiliknya melalui media massa dengan menyebutkan 
ciri-ciri kendaraan tempat penyimpanan dan tanggal penyitaan 
dalam tempo paling sedikit dilakukan 1 kali dalam 6 bulan. 
Benda sitaan tersebut jika belum juga diketahui pemiliknya maka 
akan dilakukan pelengan untuk Negara berdasarkan penetapan 
pengadilan. 
 
C. Diskresi  
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang  No. 30 tahun 2014  Diskresi 
merupakan keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat 
pemerintahan dalam mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam 
melaksanakan penyelenggaraan dalam hal peraturan perundang-undangan 
yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas 
atau adanya stagnasi pemerintah. 
Pasal 6 ayat 1 angka 3 e jo ayat (1) Undang- undang No. 30 tahun 
2014 Pejabat pemerintah dapat menggunakan tindakan diskresi sesuai 
dengan tujuannya dalam mengambil keputusan atau tindakan. 
Tindakan diskresi ini hanya dapat di lakukan oleh pejabat 
pemerintahan yang mempunyai kewenangan hal ini jelas tertera dalam 
pasal 22 ayat (1) kemudian dalam setiap penggunaan tindakan diskresi 
pejabat pemerintah harus memiliki tujuan antara lain : 
 



































a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintah. 
b. Mengisi kekosongan Hukum. 
c. Memberikan kepastian Hukum. 
d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna 
kemanfaatan dan kepentingan umum.17 
Pasal 23 Undang-undang No. 30 tahun 2014 Diskresi yang 
dilakukan oleh pejabat pemerintah harus meliputi antara lain : 
a. Pengambilan keputusan atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan atau 
tindakan. 
b. Pengambilan keputusan atau tindakan karena peraturan perundang-
undangan tidak mengatur. 
c. Pengambilan keputusan atau tindakan kerena perundang-undangan 
tidak lengkap atau jelas. 
d. Pengambilan keputusan atau tindakan karena adanya stagnasi 
pemerintah guna kepentingan yang lebih luas.18 
Tindakan-tindakan diskresi yang di lakukan oleh pejabat 
pemerintahan sejatinya harus memenuhi syarat antara lain : 
a. Harus sesuai  dengan tujuan diskresi yang tertera dalam pasal 22 ayat 
(2). 
b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
17 Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No. 30 tahun 2014. 
18 Pasal 23 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 
 



































c. Harus Sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 
d. Harus berdasarkan alasan-alasan yang objektif. 
e. Tidak menimbulkan kepentingan. 
f. Dilakukan dengan iktikad baik.19 
 
19 Pasal 24 Undangn-undang No. 30 tahun 2014  
 




































PRAKTIK PENANGANAN SATLANTAS POLRES SAMPANG 
TERHADAP PENGGUNA KNALPOT BRONG DI KABUPATEN  
SAMPANG 
 
A. Gambaran Umum  POLRES Sampang  
1. Letak lokasi  
Kepolisian Resor ( POLRES) Kabupaten Sampang  Merupakan 
struktur komando kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten 
Sampang . Polres kabupaten sampang beralamatkan di Jl. Jamaluddin 
No. 2 Gunung sekar Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.  
2. Visi dan Misi  
Adapun visi dan misi POLRES Sampang Kabupaten Sampang 
ialah sebagai berikut : 
a. Visi  
Ikhlas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat 
dengan professional modern terpercaya, dengan penjelasan sebagai 
berikut: 
1) Profesional : Meningkatkan Kompetensi SDM POLRI yang 
semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan 
dan pelatihan, serta melakukan pola-pola kepolisian berdasarkan 
 



































prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan dan dapat 
diukur keberhasilannya. 
2) Modern : Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang 
didukung oleh teknologi sehingga semakin mudah dan cepat 
diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan 
almatsus dan alpakam yang semakin modern. 
3) Terpercaya : melakukan reformasi internal menuju POLRI yang 
bersih dan bebas KKN, Guna terwujudnya penegakan Hukum 
yang obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.    
b. Misi 
Demi untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, 
merupakan deskripsi dari tujuan utama serta sasaran yang ingin 
dicapai, yang dirumuskan sebagai berikut : 
1) Berupaya melanjutkan reformasi internal POLRI. 
2) Mewujudkan organisasi dan potur POLRI yang ideal dengan 
didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern. 
3) Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia 
POLRI yang professional dan kompeten, yang  menjungjung etika 
dan HAM. 
4) Peningkatan kesejahteraan anggota POLRI. 
5) Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik 
kepada kepolisian RI. 
 



































6) Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini 
berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang 
berorientasi pada penyelesaian akar masalah. 
7) Meningkatkan harkatismas dengan mengikutsertakan public 
melalui sinergitas polisional. 
8)  Mewujudkan penegakan hukum yang professional, berkeadilan, 
menjungjung tinggi ham dan anti KKN. 
 
B. Praktik masyarakat kecamatan Sampang dalam penggunaan knalpot brong 
Masyarakat di Kabupaten Sampang banyak sekali muda-mudi 
menggunakan knalpot yang tidak sesuai standart atau bisa di sebut 
knalpot brong. Berbagai macam alasan yang mendorong muda-mudi 
memodifikasi knalpot dengan knalpot yang tidak standart salah satunya 
ialah untuk popularitas gengnya. 
Mayoritas pengguna knalpot brong dilakukan oleh anak usia 
produktif dan masih di bangku sekolah. Banyak alasan yang mejadi 
dorongan mereka untuk menggunakan knalpot brong salah satunya ialah 
demi kepuasan dan pengakuan.1 
Penggunaan knalpot brong sangat meresahkan masyarakat suara 
keras bunyian motor dari pengguna knalpot brong sangat menganggu 
 
1  KBO LANTAS POLRES SAMPANG Bpk Siswanto, SH. Wawancara , Sampang, 23 
Desember 2019. 
 



































beberapa aktifitas masyarakat, misal ketika berdiskusi ditempat terbuka 
hal itu sangat membuat forum menjadi tidak kondusif.2 
Adapun data pelanggaran lalu lintas tahun 2019  di Kabupaten 
Sampang sebagai berikut3: 
3.1 Tabel 
Data Pelanggaran Berdasarkan Pendidikan 
 
Jumlah  SD SLTP SLTA PERGURUAN 
TINGGI 
10.471 456 3.352 6.676 257 
 
3.2 Tabel 
Data Pelanggaran Berdasarkan Usia 
 
Jumlah  >17thn 17-25thn 26-45thn 46-65thn >65Thn 
10.741 452 2154 3783 3365 987 
 
3.3 Tabel 
Data Pelanggaran Dari Macam Jenis Pelanggaran 
 
Jumlah  10741 
Helem  2024 
Kelengkapan  1021 
Surat-surat 3838 
Boncengan +1 57 
Harika rambu 3221 
Melawan arus 0 
Lampu utama 123 
Gunakan HP 76 
Kecepatan  0 
Muatan 456 
Knalpot brong/ lain-lain 427 
 
2 Muzaiyana Pemuda Pelopor bidang sosial, agama dan budaya Kabupaten Sampang , 
wawancara, Surabaya, 19 Februari 2020 
3 Laporan Data Tahunan SATLANTAS POLRES SAMPANG 2019 
 



































C. Mekanisme Tilang  Satlantas polres Sampang 
Prosedur tilang Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 
1. Secara online  
Adapun mekanisme tilang secara online sebagai berikut: 
a. Di awali dengan penindakan yang di lakukan petugas Kepolisian. 
b. Polisi memasukkan data tilang pelanggar pada aplikasi Tilang 
online. 
c. Pelanggar kemudian mendapatkan notifikasi pembayaran tilang. 
d. Pembayaran denda tilang dapat melalui jaringan perbankan 
e. Pelanggar dapat mengambil barang bukti yang di sita dengan 
menunjukkan bukti pembayaran  
f. Pelanggar tidak perlu hadir di persidangan kerena di wakili oleh 
petugas. 
g. Persidangan memutuskan nominal denda tilang ( amar/putusan). 
h. Kejaksaan mengeksekusi amar atau putusan tilang. 
i. Pelanggar mendapatkan notofikasi SMS berisi informasi amar atau 
putusan. 
j. Sisa dana titipan denda tilang dapat di ambil di bank atau ditransfer 
ke rekening  pelanggar.  
 




































Gambar 3.1 mekanisme tilang secara online sumber 
sampang.tribunnews.com 
 
2. Secara Manual  
a. Polisi menilang pelanggar Lalu Lintas. 
b. Pelanggar menerima surat tilang berwarna merah. 
c. Pelanggar hadir ke Pengadilan Negeri  sesuai tempat, tanggal dan 
hari sidang tilang. 
d. Hakim memvonis besarnya denda tilang 
e. Pelanggar membayar dendaa tilang di kantor pos di pengadilan 
negeri tersebut 
f. Pelanggar mengambil barang bukti yang di sita. 
 
 



































D. Praktik penanganan Satlantas POLRES Kabupaten Sampang terhadap 
pengguna knalpot brong 
Satlantas polres Sampang selalu melakukan tindakan dalam 
meminimalisir pengguna knalpot brong, ada upaya penindakan khusus 
untuk meminimalisir khususnya kalangan Sekolah menengah. Ada 
koordinasi pihak satlantas dengan pihak sekolah atau tokoh masyarakat 
lalu kemudian memulai beropresi disetiap jalan dan menghentikan muda-
mudi yang diketahui menggunakan knalpot brong. 
Langkah awal dalam Penanganan Kasatlantas terhadap Pengguna 
Knalpot brong yaitu memberikan peringatan terhadap pengguna atau 
pelanggar kemudian melakukan pengambilan knalpot dan memerintahkan 
untuk menganti dan memeberikan surat penyitaan sementara.4 
Selain itu kami melakukan sosialisasi ke Sekolah-sekola mulai dari 
tingkat SLTP, SLTA dan juga ke perguruan tinggi, materi yang 
disosialisasikan berupa Etika berlalu lintas. Tidak hanya itu Satlantas 
Polres Sampang  juga malakukan penempelan stiker tentang larangan 
penggunaan knalpot brong di Bengkel dan Toko-toko Variasi motor yang 
ada di Kabupaten Sampang.5 
Setiap sekali dalam satu tahun tim polres Kabupaten Sampang 
melakukan pemusnahan terhadap knalpot sitaan bersamaan dengan 
minuman keras yang disita dalam satu tahun terakhir, dalam satu tahun 
 
4 Azmi, Wawancara, Sampang, 9 Februari 2020  
5 KBO LANTAS POLRES SAMPANG Bpk Siswanto, SH. Wawancara , Sampang, 23 
Desember 2019 
 



































Polres Kabupaten Sampang Melakukan beberapa jenis Operasi termasuk 
Operasi Lalu Lintas, missal Operasi Zebra yang dilakukan disetiap akhir 
bulan menjelang pergantian tahun baru, ada juga operasi Lilin Semeru dan 
terakhir Polres Sampang melakukan pengamanan dan operasi terhadap 
anak pelajar untuk antisipasi penggunaan knalpot brong menjelang tahun 
baru. Penggunaan knalpot brong banyak sekali dilakukan oleh kalangan 
pelajar dan ketika menjelang tahun baru guna untuk merayakan tahun 
baru.  
Keresahan dan keluhan masyarakat menjadi support system 
tersendiri bagi Polres Sampang dalam penanganan penggunaan knalpot 
brong. Orang tua para Siswa kerap melaporkan pengunaan knalpot brong 
kepada polres, sehingga hal ini menjadi alasan kuat oleh pihak polres 
kerap melakukan razia. 
Dalam penaganan hal ini Polres kabupaten Sampang selalu 
melakukan upaya yang sangat maksimal. Adapun upaya yang sudah di 
lakukan Polres kabupaten Sampang Dalam penanganan penggunaan 
knalpot brong adalah: 
1. Melakukan sosialisisasi tertib lalu lintas kesetiap Sekolah se 
Kabupaten Sampang dan Masyarakat (Club motor) 
2. Melakukan patroli gabungan setiap Polsek yang ada di kabupaten 
Sampang. 
3. Survey gabungan. 
 



































4. Razia besar-besaran setiap menjelang akhir tahun. 
5. Penempelan stiker larangan penggunaan knalpot brong di Bengkel dan 
Toko variasi motor. 
Dalam malakukan penanganan tersebut ada beberapa kendala yang 
dialami oleh Polres Kabupaten Sampang untuk permasalahan pelanggaran 
lalu lintas khususnya penggunaan knalpot brong, adapun kendalanya 
sebagai berikut: 
1. Kendala internal  
a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. 
b. Terbatasnya anggaran. 
c. Kurangnya sarana dan prasarana ( alat pengukur disibel, pos jaga). 
2. Kendala eksternal 
a. Kurangnya kerja sama antar Pihak Polres Kabupaten Sampang 
dengan instansu lain yang juga mempunyai keterkaitan dengan lalu 
lintas. 
b. Rendahnya kesadaran Hukum oleh pengguna kendaraan knalpot 
brong. 
Tilang yang dilakukan oleh polres kabupaten Sampang terhadap 
pengguna knalpot brong berbeda mekanismenya dengan mekanisme 
Tilang yang di atur, adapun mekanisme Tilangnya sebagai berikut : 
1. Petugas melakukan penindakan terhadap pengguna knalpot brong, 
tanpa menggunakan alat ukur disable. 
 



































2. Petugas mengamankan kendaraan yang didapati menggunakan knalpot 
brong di pos Polisi atau di Kantor Lantas Polres Sampang. 
3. Petugas menahan kendaraan dan pemilik kendaraan. 
4. Petugas menahan/ mengambil  knalpot yang tidak sesuai standrat atau 
knalpot brong. 
5. Petugas menghendaki pengguna kendaraan knalpot brong untuk 
mengganti dengan knalpot yang sesuai standrat dengan etisimasi waktu 
yang sudah ditentukan. 
6. Petugas menyita knalpot dan memusnahkannya. 
 




































ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 22 
TAHUN 2009 TENTANG DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP 
PENANGANAN PENGGUNA KNALPOT BRONG 
 
A. Analisis tentang Hukum Jarimah Ta’zīr diskresi penanganan kepolisian 
kepada pengguna knalpot brong. 
Sudah menjadi suata ketetapan dalam syariah hukum islam, 
Hukum pidana atau bisa di katakana Fiqh jinayah yang sudah berlaku 
sejak diutusnya Rasulullah Saw. Oleh sebab itu ketika di zaman 
Rasulullah dan Khulafaurrasidin, hukum pidana islam atau fiqh jinayah 
berlaku sebagai hukum yang bersifat publik. Yaitu hukum yang di atur 
dan ditetapkan oleh pemerintah yang dalam hal ini sebagai penguasa yang 
sah atau ulil amri. 
Meskipun dalam kenyataannya masih banyak ummat islam yang 
senantiasa belum mengetahui serta paham tentang subtansi dari hukum 
pidana islam itu sendiri dan ketentuan-ketentuan hukum yang semestinya 
disikapi dan diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oleh karena 
itu penulis dalam kesempatan ini akan mencoba menguraikan tentang 
hadist-hadist yang berkaitan dengan Hukumann Ta’zīr beserta pengertian, 
dasar hukum dan jarīmah yang berkaitan.  
 



































Tiga bagian jarīmah yang digolongkan menurut berat ringannya 
hukuman, yaitu hudud, Qishas-diyat dan Ta’zīr. Hudud dapat 
dikategorikan sebagai sebuah hukuman yang telah ditetapkan oleh nash, 
sedangkan yang dimaksud Qishas- Diyat adalah Hukuman yang apabila 
dimaafkan makan hukumannya dapat di ganti dengan diyat dan Ta’zīr  
adalah jarimah yang belum ada ketentuan nasnya dalam Al-Quran. 
Jarīmah Ta’zīr belum ditentukan seberapa berat/ringannya 
hukuman yang akan diterimah oleh pembuat jarimah. Ta’zīr lebih 
ditekankan pada hukuman yang diberikan oleh penguasa hal ini sangat 
mutlak semua ketentuan dalam sanksi jarimah ditentukan oleh 
penguasa/pemerintah akan tetapi masih dalam keridor agama yang tidak 
boleh bertentangan dengan ketentuan Allah swt. 
Pendapat yang menyatakan bahwa ulil amri adalah pemimpin, 
merupakan pendapat yang paling tepat serta relevan yaitu dapat 
memerintahkan untuk mentaati ulil amri (penguasa). Dalam istilah bahasa 
mentaati ( atha’a) berarti lunak dan tunduk ( inqaada) kepada seseorang 
atau pihak lain dalam hal ini termasuk kepada pemerintah atau penguasa 
yang dalam hal ini  meliputi kebijakan dan segala macam bentuk 
peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa salah 
satunya seperti peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.1 
 
1 Al-’Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, As-Syakhshiyyah al-Islamiyyah al-Juz’ as-
Tsani, (Dar al-Ummah, Beirut, cet. Muktamadah), 12. 
 



































Bisa ditarik kesimpulan bahwa segala perintah dan larangannya 
ulil amri harus ditaati serta dituruti. Maka dari itu peraturan tersebut 
mengandung perintah untuk menuruti segala hal perintah dan larangan ulil 
amri, apapun perintah itu selama tidak bertantangan dengan hukum Allah. 
Ibnu Jauzi menyebutkan makna ulil amri yaitu hanya pemimpin 
saja yang sepenuhnya selaras dengan perintah untuk taat kepada 
perintahnya. Jika ulil amri kita defenisikan sebagai ulama maka kataatan 
kepada mereka dapat diartikan sebagai ketundukan kepada segala fatwa 
yang mereka keluarkan maka dengan ini kwajiban akan menjadi sulit 
untuk direalisasikan, tidak lain alasannya karena pendapat para ulama 
mengenai hukum atas suatu masalah. Perintah dalam ketaatan dalam ayat 
ini kepada ulil amri maka sekalipun diperintahkan untuk mngerjakan 
perkara yang mubah atau meninggalkan perkara mubah pula, maka 
perintah dan larangannya wajib ditaati. 
Adanya beberapa hadist yang mendukung dalam mewajibkan kaum 
muslimin untuk taat kepada pemimpin mereka dalam segala aspek yang 
dia perintahkan serta yang dilarang, selama perintah itu boleh dilakukan 
dan tidak melanggar atas apa yang Allah larang salah satunya hadist 
adalah : 
Dari ibnu umar, Nabi Muhammad SAW bersabda : “bagi setiap 
muslim dan muslimat, wajib hukumnya taat dan menengarkan kepada 
pemimpin ( penguasa) kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal 
 



































yang tidak disukai ( dibenci)  kecuali jika diperintahkan dalam keburukan 
(maksiat) kecuali jika diperintahkan dalam maksiat. Jika diperintahkan 
dalam hal maksiat, maka boleh menerima perintah tersebut dan tidak 
boleh menaatinya “ ( muttafaqun ‘alaih). 
Diperkuat dengan penjelasan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, 
bahwa seorang imam atau kepala Negara wajib memerintahkan 
berdasarkan apa yang sudah ditetapkan oleh hukum Allah serta 
menuanaikan amanah sebagai kepal Negara selanjutnya Rakyatnya wajib 
untuk mendengarkan beserta mentaatinnya 2. 
Ruang lingkup dalam hal menaati ulil amril  dalam Qur’an Surat 
An-Nisa’ ayat 59 sejatinya tidak berlaku mutlak sebagaimana menaati 
perintah Allah swt  dan Rasaulnya. 
Dalam syara’ dikatakan bahwa hanya ketentuan ulil amri atau 
penguasalah yang bisa menentukan takaran sanksi yang diberikan kepada 
pelaku kejahatan Ta’zīr  namun para ulil amri ini tidak diberikan 
kebebasan yang mutlak dalam penetapkan sanksi. Penguasa atau ulil amri  
senantiasa berpegangan kepada ketentuan umum yang ada pada nash-nash 
syara’ serta sesuai dengan marwah syara’ dan kemaslahatan umum3. 
Undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemeritah atau 
penguasa dapat disimpulkan dua hal, satu hukum atau perundang-
undangan yang sifatnya sya’i seperti penentuan awal hilal yang mana 
 
2Al-Baghawi, Tafsir al-Qur’an, (Beirut:Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, t.t), surat an-Nisa’; 59. 
3 Ahmad Wardi Muslich, pengantar dan asas Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 
2006), 67. 
 



































dalam koridor ini penguasa harus mengambil sumber dari syariah islam  
kemudian yang kedua hukum atau perundang-undangan yang bersifat 
adminitratif seperti peraturan lalu lintas, pembuatan Kartu tanda 
penduduk, Surat izin Mengemudi dan pembuatan paspor. Untuk hal ini 
penguasa atau pemerintah diperkenankan untuk mengambil sumber 
hukum atau mempelajari sumber selain dari syariah Islam selagi tidak 
bertentangan.4 
Kewenangan ulil amri adalah menentukan hukuman Ta’zīr Dalam 
syara’ hukuman dan ukurannya hukuman Ta’zīr tidak ditentukan sehingga 
syara’ memberikan kewenangan kepada penguasa dalam penentuan sanksi 
ta’zir. Di dalam syar’at penjatuhan hukuman ta’zir dikembalikan kepada 
kebijakan-kebijakan pemerintah kemudian penguasa merumuskan 
beberapa peraturan perundang-undangan tertuju sebagai bahan rujukan 
Hakim dalam menentukan sanksi kepada pelaku kejahatan, tentunya harus 
mengacu atau mempertimbangkan tuntutan dan  kepentingan 
kemaslahatan umum. 
Ta’zīr adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada setiap orang yang 
melakukan tindakan kejahatan yang mana ancaman kejahatan tersebut 
tidak ditentukan secara pasti didalam Al-Qur’an dan Hadist. Dalam 
penentuan hukuman atau sanksi dipasrahkan atau diserahkan kepada 
Hakim atau penguasa dalam penentuan Hukumannya. 
 
4 Dr. Muhammad Ahmad Mufti dan Dr. Sami Shalih al-Wakil, Legislasi Hukum Islam vs 
Legislasi Hukum Sekuler, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, cet. I, 2006), 32. 
 



































Imam Al Mawardi mengemukakan pendapatnya, ta’zir Merupakan 
Hukuman yang sifatnya pendidikan atas perbuatan jahat yang 
hukumannya belum ditetapkan oleh syara’.5 Ta’zīr merupakan hukuman 
yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang sanksinya tidak disebutkan 
dalam Al-Qur’an ataupun dalam Hadist sehingga dalam penatuhan 
Hukumannya diserahkan atau dilimpahkan kepada Hakim atau penguasa 
untuk menentukannya. 
Syara’ sudah menentukan bahwa kebijakan Negara atau penguasa 
yang dapat menentukan atas penjatuhan sanksi dan hukuman yang akan 
dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan. Penguasa diberikan kekuasaan 
dalam penetapan hukuman ta’zir. Akan tetapi para penguasa ini diberikan 
batasan-batasan dalam penentuan halal serta haram. Dalam nash-nash 
syara’ harus menjadi pedoman dan pegangan para penguasa  untuk 
kemaslahatan umum.6 
Pelimpahan kewenangan kepada waliyatul amri mempunyai 
prinsip dalam melakukan penentuan  hukuman Ta’zīr pada dasarnya 
adalah prinsip perundang-undangan yang dijalankan oleh suatu Negara 
dan harus berjalan sesuai konsep atau koridor dari Hukum syara’. 
Jika disinkronisasi dengan sistem ketata Negaraan di Indonesia 
orang-orang yang menduduki kursi lembaga legislatif kemudian disebuat 
 
5 Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Takaran Islam ( Terjemah dari Abul Hayyie 
al-Kattani, Kamaludiin Nurdi, ( Jakarta, Gema Insani Press, 2000),.457. 
6 Ahmad Wardi Muskich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 
2006),  9. 
 



































sebagai waliyatul amri atau ulil amri yang mana fungsi serta tugasnya 
merumuskan dan membuat suatu aturan kemudian yang menjalankan 
peraturan tersebut adalah Kekuasaan Eksekutif yang dimandad oleh 
seorang Presiden dan seluruh pemerintahan serta kekuasaan Yudikatif 
yang dalam hal ini dimandadkan oleh Hakim yang mana perannya dalam 
mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. 
Penulis dapat mengambil benang merah bahwa bentuk kekuasaan 
inilah terjadi sebuah pelimpahan kekuasaan kepada Negara. Hukum islam 
sumberya dari Firman Allah dalam Al-Quran serta ketentuan-ketenuan 
hukum yang tertera dalam Hadist maka waliyatul amri atau ulil amri 
diberikan kewenangan untuk menetapkan jarimah serta takaran Hukuman 
dalam Ta’zīr. Waliyatul amri atau ulil amri pelimpahannya diberikan 
kepada kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif dalam perumusan dan 
penentuan peraturan serta dalam pelaksanaannya. 
Para Fuqaha sepakar bahwa suatu perbuatan yang dapat 
dikategorikan sebagai tindakan jarimah dengan unsur sebagai berikut7: 
1. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam Hukumanterhada ( 
unsur formil). 
2.  Tingkah laku yang membentuk jarīmah, perbuatan ataupun sikap ( 
unsur materil) 
 
7 Ahmad Hanafi, Asas-Asa Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967),  6. 
 



































3. Seseorang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarīmah 
yang dilakukannya ( unsur moril) 
Penggunaan knalpot brong di Kabupaten Sampang ini merupakan 
suatu tindakan dan perbuatan jarimah serta memenuhi unsur-unsur di atas, 
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten 
Sampang dalam penggunaan Knalpot brong tergolong dalam jarimah 
Ta’zīr sehingga penjatuhan sanksinya di tetapkan oleh waliyatul amri atau 
ullil amri. 
Kemudian tindakan dalam penanganan Kepolisian yang melakukan 
diskresi dalam penjatuhan sanksi terhadap pengguna knalpot brong yang 
mana Kepolisian melakukan pemusnahan dan meyitaan barang bukti 
tanpa melalu persidangan dan  ketetapan Hakim dengan dalih demi 
kepentingan umum penulis tidak sepakat dalam tindakan yang di lakukan 
oleh kepolisian meskipun kepolisian mempunyai wewenang dalam 
pelaksanaan peraturan yang ditetapkan oleh badan legislatif akan tetapi 
segala tindakan atau perbuatan dalam penjatuhan sanksi kepada pengguna 
knalpot brong harus sepenuhnya diserahkan kepada hakim selaku 








































B. Analisis Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang diskresi kepolisian 
dalam penanganan pengguna knalpot brong.  
Di era modern ini tidak dapat dipungkiri dan dihindari akan 
perkembangan-perkembangan yang terjadi dikalangan manusia, baik dari 
aspek sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan. Salah satunya 
perkembangan pemikiran kalangan pemuda dalam berkendara dengan 
memodifikasi kendaraan Sepeda Motor, mulai dari badan sepeda motor 
hingga bunyi knalpotnya. Hal ini sengat di picu dalam beberapa alasan 
salah satunya adalah mengikuti tren yang berkembang di lingukungannya. 
Tidak heran jika pengguna knalpot brong di Kabupaten Sampang 
dilakukan oleh anak-anak yang masih dalam bangku sekolah yang secara 
psikologisnya masih terbilang labil dan proses pencarian jati diri, sekitar 
hamper 50% penggu knalpot brong di langgar oleh anak usia 17-22 tahun. 
Penggunaan knalpot brong jelas merupakan pelanggaran lalu lintas 
yang mana sudah jelas diatur dalam pasal  285 Undang-Undang No 22 
tahun 2009 “ setiap orang yang mengemudi sepeda motor dijalan yang 
meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk 
arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan 
kedalaman alur dan dipidana paling lama 1 bulan atau denda paling 
banyak Rp. 250.000.,00”. 
Dalam peraturan Mentri Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2009  
diatur mengenai batasan kebisingan knalpot sepeda motor. Sepeda motor 
 



































mesin 80 cc yaitu 77 dB, sepeda motor mesin 80-175 cc yaitu 80 dB 
kemudian Sepeda Motor di atas 175 cc yaitu 83 dB.8  
Banyak dampak negatif yang di sebabkan oleh knalpot brong ini 
antara lainnya:  
1. Menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. 
2. Menganggu konsentrasi pengendara jalan lainnya 
3. Memproduksi emisi gas buang yang berbahaya 
4. Polusi suara.9 
Dengan laporan dari kalangan masyarakat Kabupaten Sampang 
bahkan salah satu orang tua yang melaporkan atas maraknya penggunaan 
knalpot brong yang menjadi suatu keresahan, sehingga Polres Kabupaten 
Sampang malakukan beberapa tindakan yaitu sosialisasi ke beberapa 
sekolah di Kabupaten Sampang, Patroli hingga melakukan Razia. Dengan 
adanya laporang keresahan masyarakat inilah menjadi suatu alasan kuat 
Kepolisian melakukan tindakan yang ekstra dalam penanganan 
penggunaan penggua knalpot brong, mulai dari seringnya melakukan 
patrol dan Razia hingga penyitaan dan pemusnahan barang bukti. 
Polres Kabupaten Sampang dalam melakukan tidakan tilang 
terhadap pengguna knalpot brong tanpa menggunakan alat pengukur atau 
pendeteksi tinggkat kebisingan dari knalpot tersebut meski terkendala 
dalam kepemilikan alat, namun penulis kurang sepakat dengan tindakan 
 
8 Undang-undang  Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2009 
9 www.bombastis.com 
 



































penanganan pengguna knalpot brong yang tanpa menggunakan alat 
pengukur tinggkat kebisingan dari bunyi knalpot tersebut padahal sudah 
Jelas dalam peraturan Mentri Lingkungan Hidup di No. 7 Tahun 2009 
mengenai batasan kebisingan bunyi knalpot.  
Penyitaan dan pemusnahan yang dilakukan oleh Polres Kabupaten 
Sampang terhadap barang sitaan dari pengguna knalpot brong, baik 
berupa sepeda motor atau knalpot penulis mengangap bahwa tindakan 
yang di lakukan oleh kepolisian merupakan diskresi, jelas dalam undang-
undang No. 22 tahun 2009 Kewenangan penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia tertera dalam pasal 260 Undang-Undang no 22 tahun 
2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,  hal penindakan dalam 
pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, penyidik dari pihak kepolisian 
mempunyai kewenangan sebagai berikut:  
1. Memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian dan menyita 
sementara kendaraan bermotor yang patut di duga melanggar peraturan 
berlalu lintas atau merupaka hasil dari sebuah tindaak kejahatan. 
2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan 
penyidikan tindak pidana  di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. 
3. Meminta keterangan dari pengemudi pemilik kendaraan. 
4. Melakukan penyitaan terhadap tindak surat izin mengemudi, kendaraan 
bermotor, muatan, Surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda 
coba kendaraan bermotor sebagai barang bukti. 
 



































5. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas 
menurut kententuan yang berlaku. 
6. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan. 
7. Menghentikan menyidikan jika tidak cukup bukti. 
8. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana lalu lintas. 
9. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung  jawab. 
Kemudian dalam pasal 271 Undang-Undang no 22 tahun 2009 
menjelaskan bahwa penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan 
benda sitaan kendaraan bermotor yang belum di ketahui pemiliknya 
melalui media massa dengan menyebutkan ciri-ciri kendaraan tempat 
penyimpanan dan tanggal penyitaan dalam tempo paling sedikit dilakukan 
1 kali dalam 6 bulan. Benda sitaan tersebut jika belum juga diketahui 
pemiliknya maka akan dilakukan pelengan untuk Negara berdasarkan 
penetapan pengadilan. 
Dalam kewenangannya tidak ada aturan yang mengatur mengenai 
tindakan pemusnahan barang bukti, penyitaan di lakukan jika barang bukti 
tersebut merupakan hasil dari tindakan kejatahan berat atau penyitaan di 
lakukan hanya untuk menjadi barang bukti atas pelanggaran lalu lintas 
yang di lakukan oleh orang yang melanggar. 
Kemudian tindakan penyitaan dan pemusnahan terhadap barang 
bukti pengguna knalpot brong ini sama sekali tidak di lakukan proses 
penilangan yang berlaku, hal yang menjadi penulis kurang sepakat atas 
 



































tindakan diskresi kepolisian yaitu tidak melewati sidang tilang di 
Pengadilan Negeri setempat. 
Tindakan diskresi yang di lakukan oleh pejabat pemerintah 
sejatinya di perbolehkan jika memenuhi syarat dan ketentuan yang di atur 
dalam Undang-undang No. 30 tahun 2014. Dalam pasal 18 ayat (1) 
Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Polri mempunyai hak untuk melakukan 
tindakan diskresi “ untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dapat melakukan tindakan sesuai penilaian sendiri “. 
Akan tetapi tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu 
dan mendesak. 
Polres Kabupaten Sampang sejatinya sejatinya melakukan 
pengayoman dan menjaga ketertiban umum, apalagi penggunaan knalpot 
brong ini sangat meresahkan masyarakat. Akan tetapi penulis kurang 
sepakat karena dalam pasal 22 ayat (1) kemudian dalam setiap 
penggunaan tindakan diskresi pejabat pemerintah harus memiliki tujuan 
antara lain : 
1. Melancarkan penyelenggaraan pemerintah. 
2. Mengisi kekosongan Hukum. 
3. Memberikan kepastian Hukum. 
4.  Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna 
kemanfaatan dan kepentingan umum. 
 



































Stagnasi yang di maksud disini adalah tidak dapat terlaksanya 
aktivitas pemerintahan akibat kebuntuan atau difungsii dalam 
penyelnggaraannya missal,  dalam keadaan bencana atau gejolak politik. 
Tindakan-tindakan diskresi yang di lakukan oleh pejabat 
pemerintahan sejatinya harus memenuhi syarat antara lain : 
1. Harus sesuai  dengan tujuan diskresi yang tertera dalam pasal 22 ayat 
(2). 
2. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3. Harus Sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 
4. Harus berdasarkan alasan-alasan yang objektif. 
5. Tidak menimbulkan kepentingan. 
6. Dilakukan dengan iktikad baik.10 
Sesuai dengan syarat yang di atur dalam undang-undang No.30 
tahun 2014 dalam pasal 22 ayat (2) tindakan yang diskresi yang di 
lakukan yang penulis dapat tarik benang merahnya ialah tidak 
bertentangan dengan peraturan undang-undang meskipun AKP Anita 
qurdi mengatakan bahwa Satlantas Polres Sampang mempunyai SOP akan 
tetapi tindakan diskresi yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan 




10 Pasal 24 Undangn-undang No. 30 tahun 2014  
 






































Berdasarkan penelitian di atas makan dapat di ambil Kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Dalam Hukum Pidana Islam Penggunaan knalpot brong Khususnya di 
Kabupaten Sampang merupaka  tindakan jarīmah ta’zīr yang sanksinya 
diserahkan kepada Ulil amri. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas No 22 
tahun 2009 penggunaan knalpot brong merupakan Pelanggaran lalu 
lintas yang sudah di atur dalam pasal 285 Undang-undang No.22 tahun 
2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 
2. Dalam analisis Hukum Pidana Islam Tindakan Diskresi yang dilakukan 
oleh kepolisian terhadap penanganan pengguna knalpot brong tidak 
sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan penjatuhan sanksi dalam 
jarimah ta’zῑr. Dalam Analisis Hukum Undang-Undang No. 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diskresi yang dilakukan 
oleh kepolisian terhadap penanganan pengguna knalpot brong tidak 
sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam Undang-Undang Tersebut. 
 
B. Saran 
Sosialisasi sejak dini mengenai ketaatan lalu lintas perlu di 
tingkatkan tidak hanya di lakukan kepda sekolah tingkat menengah atas 
 



































akan tetapi di lakukan mulai kalangan Sekolah dasar sehingga output atau 
penanaman karakter mengenai pemahaman tentang apa saja hal yang 
melanggar lalu lintas ertanam sejak dini. 
Penggunaan knalpot brong banyak di lakukan oleh kalangan anak 
muda hingga susah sekali dalam penangannya, karena memodifikasi 
kendaraannya juga merupakan hobi ada beberapa kelopok yang 
menghimpun dalam memodifikasi kendaraannya hingga mengatur bunyi 
knalpot akan tetapi biasanya sesuai dengan batasan yang di atur dalam 
tingkat kebisingan kelompok tersebut juga melakukan kegiatan-kegiatan 
sosial yang posistif . Penulis sangat sepakat jika kelompok-kelompok 
tersebut di apresiasi dan dibina sehingga dengan begitu akan tercipta rasa 
konsolidasi antara kepolisian dan kelompok tersebut dengan begitu 
kelompok tersebutlah yang akan membantu kepolisian dalam penanganan 
penggunaan knalpot brong. 
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